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KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SA

LINAN |

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJARBARU TAHUN 2024

TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang

a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi

Pemilihan

Umum Kota Banjarbaru Nomor 115 Tahun 2024

tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon
Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Banjarbaru Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum

Kota Banjarbaru menetapkan Hj. Erna Lisa Halaby

dan Wartono sebagai Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru

Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon H. Muhammad
Aditya Mufti Ariffin, SH.,, MH. dan Drs. H. Said
Abdullah, M.Si sebagai Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru

Tahun 2024 Nomor Urut 2;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi

Pemilihan

Umum Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024
tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti
Ariffin, SH., MH. dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si
sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Banjarbaru Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum

Kota Banjarbaru menetapkan pembatalan
H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, SH., MH. dan Drs.
H. Said Abdullah, M.Si sebagai Pasangan Calon
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Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun
2024;

bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor  05/PHPU.WAKO-XXII/2025
terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang
memerintahkan Komisi Pemililhan Umum Kota
Banjarbaru untuk melaksanakan pemungutan suara
ulang Pemilihan Walikota dan Walikota Banjarbaru
Tahun 2024, dipandang perlu menetapkan Nomor
Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 Tindak
Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas
Perselisihan Hasil Pemilihan;

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum  Nomor 227 Tahun 2025 tentang
Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban
Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru oleh
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan
Selatan, menetapkan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil alih
tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan
Umum Kota Banjarbaru sampai dengan Komisi
Pemillhan Umum Kota Banjarbaru dapat
melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya
kembali; ]

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun
2025, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan
Selatan telah menetapkan Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru
Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah
Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilithan;

bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan
Selatan telah melaksanakan rapat pleno untuk
menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru
Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah
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Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan
sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor
50/PL.02-BA/63/2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d,
huruf e, dan huruf f, dipandang perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Kalimantan Selatan tentang Penetapan Nomor Urut
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Banjarbaru Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan
Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil
Pemilihan;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun
2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 60);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil
Guberniur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229
Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaramn,
Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan
Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227
Tahun 2025 tientang Pengambilalihan Tugas,
Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum
Kota Banjarbaru oleh Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Selatan;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2025 tentang
Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan
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Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun
2025;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2025 tentang
Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024
Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas

Perselisihan Hasil Pemilihan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENETAPAN NOMOR
URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJARBARU TAHUN
2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun
2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas
Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 23 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

epala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, ARDITENRI SOMFA
S SIpAs ' Hubungan Masyarakat,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BANJARBARU TAHUN 2024 TINDAK

LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA BANJARBARU TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

No Nama Pasangan Calon . N
Urut | Calon Walikota Calon Wakil Walikota Partal Poliie Fengusnl
1. 1. Partai Kebangkitan
Bangsa,
& 2. Partai Gerakan Indonesia
Raya,
, 3. Partai Demokrasi
0 P Indonesia Perjuangan,
wid 4. Partai Golongan Karya,
5. Partai Nasional Demokrat,
_A 6. Partai Gelombang Rakyat
ﬂ Indonesia,
7. Partai Keadilan Sejahtera,
Hj. Erna Lisa Wartono 8. Partai Gerakan Perubahan
Halaby Indonesia,
9. Partai Amanat Nasional,
10. Partai Bulan Bintang,
11. Partai Demokrat,
12. Partai Solidaritas
Indonesia, dan
13. Partai Persatuan Indonesia
2. Kolom kosong tidak bergambar
Salinan sesuai dengan aslinya KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
T

ttd.

ANDI TENRI SOMPA
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